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ABSTRAK 

 

Fenomena santet tetap menjadi perbincangan hangat di media Indonesia dengan 

keyakinan bahwa tindak pidana santet ini masih ada saat ini terkait dengan 

kepercayaan animisme dalam ritual dan upacara adat masyarakat. Untuk itu, 

tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis aturan 

tentang praktek santet dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui dan 

menganalisis penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam tesis ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan 

menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan hukum 

yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier sehingga metode pengumpulan bahan hukum 

berupa studi dokumen dan analisis bahan hukumnya yaitu analisis kualitatif. 

Dalam tesis ini hasil pembahasannya yaitu aturan tentang praktek santet dalam 

hukum pidana Indonesia adalah mulai dari konsep RKUHP Tahun 1993, konsep 

RKUHP Tahun 1999 sampai dengan 2012, konsep RKUHP Tahun 2013, konsep 

RKUHP Tahun 2015 sampai dengan 2019 dan telah diatur baik dalam KUHP 

lama maupun KUHP baru yang tercantum dalam Pasal 252 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta 

Penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam 

perspektif kepastian hukum adalah belum ditegakkan Pasal 252 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan tindak pidana santet dikarenakan selain 

sulitnya penegak hukum untuk mengetahui apakah benar orang tersebut 

melakukan santet, masyarakat juga tidak ada yang melapor terkait dengan telah 

terjadinya tindak pidana santet di lingkungannya sehingga  tidak mewujudkan 

kepastian hukum. 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Kepastian Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


